PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il
SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMGR 21 TAHUN 1835
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL TKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1 SUHRABAYA

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan rekliame sebaga’ alat
promcsi di bidang usaha perdagangan telah ber-
kembang secara pesat seialan dengan pertumbuhan
dan perkembangan dunia usaha pada umumnya,
sedang di pihak lain Iokasi untuk penyveieng-
garaan reklame dimaksud semakin terbatas ;

5. bahwa dengan samakin terbhatasnya iokasi
1

nenyelenggaraan reklame di wilavah Kotamadya
Daerah Tingkat I1 Surabaya, diperlukan unaya
nengaturan secara tertib, sehingge nenveleng-
garaan reklame tidak hanya 2rtungsi  sebagan
alat promost di bidang usanha perdagangan, akan
tetapi Japat puia manciptakan T:ﬂgkunaan vang
tertib, teratur, indah dan serasi ;

.

. bahwa sehubungan dengan hai-hal tersebut di
atas, serta dalam uUpava untuk meningkatkan
pelavanan di bidang rekliame dan pandapatan aslii
daerah, perlu mencabut Peraturan Daerah Kota-

madyva Daerah Tingkat 11 Surabaya Nomor 1  Tahun
1882 juncto Feraturan Daerah Nomor 15  Tahun
1883 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1882
juncto Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1923 dan
mensatapkan kembali ketentuan tentang Pajak
Reklame dalam suatu Paratdran Daerah.

0 tentang Pem-—
! e Lingkungan
Jawa Barat dan
o Undang-undang

Mengingat 1. Undang~undang Nomcr 18 Tahun 185
bentukan 0aerah Kota Besar i
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah,
Daerah Istimewa Yaogyvakarta junc
Nomer 2 Tahun 1385
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2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1857 teantan
Peraturan Umum Pajak Dasrah

3. Tahun 1374 fTantang Pokok-
Cazrah

4. Undang-undang Nomor B Tanun 18981 tentang Hukum
Acara Pidana



10.

i I

13.

Undang-undang Nomcr 4 Tanun 1982 tentang Keten-
tuan Poxok Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Peraturan Femerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten-
tang Pelaksanzan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana ;
Peraturan Menters Calam Negeri Nomor 7 Tahun
18995 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame ;

Keputusan Menters Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1893 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11!
Surabaya nNomor 23 Tahun 19378 fentang Master
Pian Surabaya 2.000 ;

Peraturan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat 11
Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik
Pegawa+i Negeri Sipil diltingkungan Pemerintah
Kotamadva Daerah Tingkat II Surabava
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya Momor 14 Tahun 1989 tentang Susunan
Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan
Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Surabaya ;

Paraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Stirabaya Nomor 7 Tahun 1882 tentang 1zin Men-
dirikan Bangunan di Wilavyah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabaya ;

Paraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il
Surabava Nomor 13 Tahun 19294 tentanhg Retribusi
FPelayanan di Bidang 8angunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyvat Daeirabh Kotamadya

Daerah Tingkat

Menatapkan

11

Surabaya,

MEMUTUSIKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURA-
BAYA TENTANG PAJAK REKLAME.

d
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a.

BAS 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Pesraturan Daerah ini yang dimaksud

gan:
FPemerintah Daerah adalah Pemerintah Koiazmadya
Daerah Tingkat II Surabava
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Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat Il Surabaya ;

Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas ;
Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang
menurut nentuk, susunan .dan atau corak ragamnya
dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan
atau memujikan suatu barang, jasa atau sese-
orang ataupun untuk menarik perhatian umum
terhadap suatu barang, Jjasa atau seseorang yYang
ditempatkan atau dapat diiihat, dibaca dan atau
didengar dari suatu tempat oleh umum ;

Reklame papan {(bilibcard} adalah reklame yang
diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu,
termasuk kertas, plastik, fibre glass, Kaca,
batu, Jogam, alat penyinar atau bahan tain yang
sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat
lain vyang bersinar yang dipasang pada tempat
vang disediakan {(berdiri sendiri), cara digan-
tungkan atau ditempelkan

Reklame kain adalah reklame yang diselenggara-
kan dengan menggunakan bahan kain termasuk
plastik, karet atau bahan lain yang sajenis itu

Rekiame tempel (sticker) adalah reklame yang
berbentuk 1ambaran lepas, diselenggarakan
dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat
diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, di~-
pasang, digantungkan pada suatu benda milik
pribadi atau pihak lain dengan ketentuan
luasnya tidak lebih dari 100 cm2 per lembar ;

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk
lembaran lepas, disslenggarakan dengan cara
disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan,
dipasang, atau digantungkan pada suatu benda
lain ;

Reklame hearjalan adalah reklame yang diseleng-
garakan dangan cara membawa raklame berkeliling
oleh orang berjalan kaki

Reklame kendaraan adalah reklame yang ditem-
satkan atau ditempelkan pada kendaraan yang
digerakkan oleh hewan, wmanusia atau tenagsa
makanik
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Reklame psragaan adalah reklame yang diseleng-
garakan dengan cara memparagakan suatu  barang
dengan atau tanpa disertai suara ;

Reklame udara adalah rekliamne vang diselenggara-
Lan di udara dengan menggunakan g¢gas, pesawat
atau alat lain yang sejenis

¥

Feklame suara adalah reklame yang diselsnggara-
kan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan
atau dengan suara vang ditimbulkan dari atau
oleh perantaraan pesawatl atau alat apapun

Reklame slide atau rekiame film adalah reklame
vang diselenggarakan dengan cara menggunakan
klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-
bahan lain vyang sejenis, sebagai alat untuk
diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar
atau benda lain atau dipancarkan dan atau di-
peragakan melalui pesawat televisi ;

Pajak reklame adaiah pajak yang dipungut atas
penyelenggaraan reklame ;

Panggung reaeklame adalah suatu sarana atau
tempat pemasangan satu atau beberapa buah re-
klame

Panyelenggara reklame adalah perorangan atau
badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk
dan atas namanya sendiri atau untuk dan at=as
nama pihak 1ain yang menjadi tandgungannya ;
Jalan umum adalah jalan beserta keiengkapannya
yang dapat dipergunakan dengan bebas oleh umum
haik dengan mempergunakan kendaraan maupun
berjalan kaki

Izin adalah izin penyelenggaraan reklame ;

Izin tetap adalah izin penyelenggaraan reklame
dengan masa herlaku satu tahun atau sampai
adanva pencabutan ;

Iz4n terbatas adalah dzin penyaien
reklame dengan masa berlaku kuran
tahun ;

¥
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Jalan Kelas I, adalah jalan protokoi, jaian
strategis dan jalan yang mempunyai nilai
ekonomi tinggi ;

Jalan Kelas 11, acalah jalan yang bisa dilalui
kendaraan roda 4 diluar jalan Kelas I ;



v. Jalan Kelas I1I1I, adaiah jalan yang tidak bisa
dilalui oleh kendaraan roda 4 diluar ialan
kelas I dan jaian kelas II.

BAB II
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

{1) Dilarang menyelenggarakan reklame di wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat 1I Surabaya tanpa
mempercieh izin dari Kepala Daerah atau
Pejabat vang ditunjuk ;

(2) Untuk memperoleh 1izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, penvelenggara reklame
harus mengajukan permohohan kepada Kepala
Daerah atau Kepala Dinas dengan mengisi
formulir yang telah disediakan oleh Kepala
Daerah atau Kepala Dinas

{3) Izin wuntuk menyelenggarakan reklame dapat
diberikan apabila pajak vang terhutang telah
dilunasi oleh penyelenggara reklame ;

{4) Penolakan atau persetujuan atas permohonan
izin sebagaimana dimaksud pada avat {2) pasal
ini, diberitahukan oleh Kepala Daerah atau
pejabat vang ditunjuk seiambat-~Tambatnya dalam
waktu 20 hari sejak saat permohonan diterima ;

{5) Taia cara pemberian 1zin penyelenggaraan
reklame ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Pasal 3
Penyelenggaraan reklame harus memenuhi
persvaratan keindahan dan tidak boleh bertentangan
dengan rencana kota, norma keagamaan, kesopanah,
ketertiban, keamanan, kesusildah dan kesehatan.
Pasal 4

(1) Dilarang menyelenggarakan reklame

a. pada persil-persil]l milik Instansi Pemerin-
tah ;

b. disekitar tempat/ sarana pendidikan dan
tempat ibadah pada jarak tertentu yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah ;



c. pada persil-persil/tempat—~tempat yang tidak
dikuasai/dimiliki oleh penvelenggara
reklame tanpa persefujuan tertulis dari
pihak yang mengusai/memiliki tempat/persil
dimaksud.

(2) Dilarang menyeienggarakan rekiame papan atau
reklame kain melebihi garis sempadan jalan
umum.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain
kecuali dengan izin tertulis dari Kepala Daerah
atau Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah
reklame dalam bahasa Indonesia dengan huruf/
tulisan latin dan apabila dianggap perlu dapat
ditambah dengan terjemahan dalam bahasa dan
huruf/tulisan asing

{2) Demi ketertiban umum, Kepala Daerah berwenang
melarang penyelenggara reklame mempergunakan
bahasa, huruf/tulisan asing ;

{3} Reklame kain, salebaran dan sejenisnya harus
dissrzahkan tariebih dahulu kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk diberi
tanda pengeasahan ;

(4) Pemberian tanda pengesahan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (3) pasal ini dilakukan setelah
pajak dilunasi ;

{5) Ketentuan tentang tanda pengesahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) pasal 1ini ditetapkan
oleh Kapala Daerah.

Pasal 7

(1) 1zin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) dapat diberikan dalam bentuk izin tetap
dan izin terbatas ;

(2) Masa berlakunya izin dapat diperpanjang dengan
mengajukan permohonan kembali ssesuail dengan
kKetenrntuan can syarat-syarat sebagaimana di-
tetapkan dalam Peraturan Daerah ini ;



(3) Permohonan perpanjangan 1izin reklame harus
diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 40
hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin;

(4) Apabila permchonan perpanjangan izin sebagai-
mana dimaksud pada ayat (3) pasal 1ini tidak
dilakukan, maka terhadap reklame vang dise-
lenggarakan pada sarana dan atau prasarana
kota atau iempat lain yang dikuasai/dimiliki
Pemarintah Daerah, Kepala Daerah dapat
mengalihkan penggunaan lokasi penyelenggaraan
rekiame dimaksud kepada pihak lain.

Pasal 8

(1) Untuk mengatur rekiame dalam suatu komposisi
yang baik, penvelenggaraan reklame dapat di-
tempatkan pada panggung reklame ;

(2) Kepala Daerah menetapkan lokasi panggung
reklame di dalam Daerah Kotamadva Daerah Ting-
kat 11 Surabaya ;

(2) Pembangunan/pengadaan panggung reklame dilak-
sanakan oleh Pemerintah Daerah atau penyeleng-
gara reklame dengan persyaratan yang ditetap-
kan oleh Kepala Daerah.

Pasal g9

Wajib Pajak / penyelenggara Reklame diwa-
jibkan :

a. menempatkan tanda berupa pening dan atau tanda-
tanda lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk pada reklame papan,
reklame kain dan reklame kendaraan ;

b. memelihara benda-benda dan alat-alat yang di-
pergunakan untuk reklamas agar selalu dalanm
keadaan baik ;

c. membongkar dan menyingkirkan reklama setelah
masa berlakunya berakhir atau setelanh izinnvya
dicabut.

Pasal 10

{1y Izin seb

ehagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dicabut da

i tidak bertaku lagi apabila

Jw

a. pada reklame tersehut terdapat perubahan,
sehingga tidak sesuai lagi dengan vang
diizinkan ;



p. kewajiban-~¥swajiban dalam Pasal 3 huruf =z
dan b tidak dipenuli sebagaimana mesiinya;
G.omenur ~timbangan Xepaia Daarah penye-
Tang reklame ternvaia tidak sesuai
T syarat—-svarat rancana Kot a
nerm amaan, Keindahan, kesopanan,
kate umum, kaamanan, kesusilaan dan
Kesel
Setaelah masa berliakunya izin beraknhir atau
tzinnyva dicabut apabila penvelenggara reklame
tidak membonghkar dar manyingkirkan reklamenya
sesuai dengan ketentuan Pasal 98 huruf o,
Aepa‘a Daarah herwenang membongkar dan
menyingkirkan reklame tersebut atas biaya

nanvelenggara reklame.

[3) Reklame beserta kerangka reklame yang dibong-
kar =zesuai dengan ketantuan ayat {(2) pasal ini
harus diambil dalam rangka waktu 14 {empat
telas) hari oleh penyelenggara reklame ;

(4 Aapabila dalam jangha wakiu tersebut nad ayat
{3) pasal ini tidak dilaksanakan oleh yenye“
lenggara raklame, maka raklame base
kerangka rekiame tersebut menjadi miiik
rintah Dasrah

Pasali i1

{1) Penyelenggaraan reklame di baeral Kotamadya
Daegraty Tingkat 11 Burabaya dapat menggunakan
perusahaan iasa periklanan ;

{2) Persyaratan perusahaan iasa periklanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pssa ini
ditetapkan oleh ¥epala Daerah.

Pasal 12
Apabila  penvelenggaraan rekiams menimbul-
kan kerugian pads  zinsl fain, penvalenggara
rekiame bertanggung jawab atas segaia alkibat dari
kerugian tersesbut.
BARB 111
NAMA, O8.FK, SUBJEK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

cenysienggaraan rak
viiva  Daerah  Tingkat
raklama.




Pasal 14
Objek Pajak rekiame adalah

reklame papan (billboard)} ;
reklame kain

reflame tempel (sticker)
rekkiame selebaran
reklams berjalan
reklame kendaraan
reklame peragaan :

reklame udara ;

reklame suara ;

reklame slide atau reklame f1ilm.

.

3

)

-
3
7

?

e Wi T R D QLD T

Pasal i5

(1) wWajib Pajak adalah penyvelenggara rekiame

¥

(2) Apabila penyelenggara Treklame sebagaimana
‘dimaksud pada ayat (1), pasal 1ini berbentuk
badan usaha, maka semua pengurus bertanggung
jawab secara tanggung renteng atas pembayaran

paiak.
BAB 1v
DASAR PERHITUNGAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 16
Pajak reklame dihitung berdasarkan
gunaan lokasi, luas, jenis, ketinggian dan
penyelanggaraan.
Pasa.l 17
(1) Reklame Papan (Billboard) yang diselengga
dalam sarana Pemerintah Daerah/ Jalam
setiap hari permeter persegi ditet
sebagai berikut
a. Reklame Dalam Ruang
1. Jalan Klas I sebesar Rp. 400,00
2. Jdalan-Klas 11 sebesar Rp. 300,00
3. Jalan Klas 111 sebesar Rp. 200,00
b. Rekiame Luar Ruang

1. Jalan Klas 1

a) Katinggian sampai dengan 10 m,
sebesar Rp. 800,00

peng-
waktu

rakan
Umum
apkan



b) Ketinggian diatas 10 m sampai dengan
20 m sebssar Rp. 900,00

c) Ketinggian diatas 20 m sampai dengan
30 m sebssar Rp. 1.000,00

d) Ketinggian diatas 30 m sampai dengan
40 m sebesar Rp. 1.100,00

2) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan
50 m sebesar Rp. 1.200,00

f) Ketinggian diatas 50 m sebesar ......
Rp. 1.300,00

Jalan Klas IT :

a) Ketinggian sampai dengan 10 m sebesar
Rp. 600,00

b) Ketinggian diatas 10 m sampai dengan
20 m sebesar Rp. 700,00

c) Ketinggian diatas 20 m sampai dengan
30 m sebesar Rp. B00,00

d) Ketinggian diatas 30 m sampai dengan
40 m sebesar Rp. 800,00

g) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan
50 m sebesar Rp. 1.000,00

f) Ketinggian diatas 50 m sebesar ......
Rp. 1.100,00
Jaltan Klas 111

a) Ketinggian sampai dengan 10 m ssebesar
Rp. 400,00

b) Ketinggian diatas 10 m sampai dengan
20 m sebesar Rp. 500,00

c) Ketinggian diatas 20 m sampai dengan
30 m sebesar Rp. 600,00

d} Ketinggian diatas 30 m sampai dengan
40 m sebesar Rp. 706,00

e) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan
50 m sebesar Rp. 800,00

T} Ketinggian diatas 50 m sebesar ......
Rp. 900,00
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(2) Reklame Papan (Billboard) yang diselenggarakan
dA luar sarana Pamerintah Daerah/Jalam Umum
setiap hari permeter persegi ditetapkan
sebagai berikut:

a. Reklame Dalam Ruang :
1. Jalan Klas I sabesar Rp. 200,00
2. Jalan Kias 11 sebesar Rp. 150,00
3. Jalan Kilas II1 sebesar Rp. 100,00
b. Reklame Luar Ruang

1. Jalan Klas I

a) Ketinggian sampai dengan 10 m sebesar
Rp. 400,00

b) Ketinggian diatas 1C m sampai dengan
20 m sebesar Rp. 500,00

c) Ketinggian diatas 20 m sampai dengan
30 m sebesar Rp. 800,00

d} Ketinggian diatas 30 m sampai dengan
40 m sebesar Rp. 700,00

2) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan
50 m sebesar Rp. 800,00

f) Ketinggian diatas 50 m sebesar .....
Rp. 900,00

2. Jalan Klas 11

a) ketinggian sampai dengan 10 m sebesar
Ro. 300,00

b} Ketinggian diatas 10 m sampai dengan
20 m sebesar Rp. 400,00

c) Ketinggian diatas 20 m sampai denganh
30 m sebesar Rp. 500,00

d) Ketinggian diatas 30 m sampai dengan
40 m sebesar Rp. 800,00

e) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan
50 m sabesar Rp. 700,00

f) Ketinggian diatas 50 m sebesar ......
Rp. 800,G0



2. Jalan Klas II]

a) Ketinggian sampai dengan 10 m sebesar
Rp. 200,00

b} Ketinggian diatas 10 m sampai dengan
20 m sebesar Rp. 300,00

¢} Ketinggian diatas 20 m sampai dengan
3C m sebesar Rp. 400,00

d) Ketinggian diatas 30 m sampai dengan
40 m sebesar Rp. 500,00

e) Ketinggian diatas 40 m sampai dengan
50 m sebesar Rp 600,00

f) Ketinggian diatas 50 m sebesar ......
Rp. 700,00

(3) Reklame Lain~-Tain

a.

[te]

Reklame kain (spanduk/umbul-umbul/baliho)
sebesar Rp. 3.000/m2/hari ;
Reklame tempel {sticker) Rp. 1,580 / cm? /
sekurang-kurangnya Rp. 250.000,00 setiap
kali penyelanggaraan

Rekiame seliebaran gRp. 40,00/lembar dengan
ukuran folio, sekurang-kurangnya ........
Rp. 10G.000,00 setiap kali penyelenggaraan;

Reklame berjaian Rp. 2000,00/hari, se-
kurang-kurangnya Rp. 80.000,00 setiap kalt
penvelenggaraan

Reklame kendaraan Rp. 200,00/m?/hari ;

Reklame peragaan

1. peragaan diluar ruang vang bersifat
permanen Rp. 15.000,00/hari sekurang-
kurangnya Rp. 1.000,00

2. peragaah yYang tidak permanen
Rp.50.000,00 setiap kali peragaan.

Rekiame udara Rp. 1.50G.000,00 sekali pera-
gaan, paling lama 1 bulan

Reklame suara Rp. 250,00/menit

Reklame slide atau filim :

- khusus TY Rp. 3.000,00/10 detik ;

- diluar TV dengan suara Rp. 500,00/10
detik tanpa suara Rp. 350,00/10 detik
bagian—-bagian vang kurang dari 10 detik
dihitung sama dengan 10 detik.
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(5)

(6)

(8)

(1)

nya,

Untuk reklame rokok dan minuman keras, besar-
nya pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini ditambah untuk rokok 10 % dan untuk
minuman keras 25 % ;

Penetapan pajak reklame dibulatkan keatas
menjadi kelipatan Rp.100,00 (seratus rupiah) ;
Untuk menghitung luas reklame yang terhutang
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a,b,c pasal ini adalah

a. reklame vang mempunyai bingkai atau batas,
dihitung dari bingkai atau batas paling
luas dimana seluruh gambar, kalimat atau
huruf-huruf tersebut berada di dalamnya ;

b. reklame vang tidak berbentuk persegi dan
tidak berbingkai, dihitung dari gambar,
kalimat atau huruf-huruf yang paling luar
dengan jalan menarik garis lurus vertikal

dan horizontal. hingga wmerupakan empat
persegi ;

c. reklame vang berbentuk pola, dihitung
dengan rumus berdasarkan bentuk benda

masing-masing.

Dalam menghitung pajak reklame, terhadap
bagian yang kurang dari 1/20 m?, dihitung sama
dengan 1/20 m®

Apabila suatu reklame berhubung dengan sifat-
nya dapat digolongkan daiam lebih dari satu
jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame
yang tariihya paling tinggs.

Pasal 18

Kepala Daerah menetapkan kelas-kelas jalan
dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya

Apabila suatu reklame berhubung dengan letak-
nya dapat digolongkan lebih dari satu kelas
jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, reklamenya digolongkan ke dalam Kkelas
jalan yang tarifnya paling tinggi.

BAR \
PENETAPAN DAN KETETAPAN

Pasal 19

Pajak reklame terhutang sejak dikeluarkan-
surat itzin penvelenggaraan reklame.



Pasal 20

Pajak yang terhutang dibayar oleh wajib

pajak k& Kas Daerah dengan menggunakan media
setoran yang bentuk dan isinya ditetapkan 1lebih
ltanjut oleh Kepala Daerah ;

Pasal 21

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat

(2

(3

(4

)

)

)

S

mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal
sebagai berikut

a. apabila penyelenggaraan reklame dilakukan
tanpa izin ;

b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaaan dan
atau keterangan lain ternyata jumlah pajak
vang terhutang kurang dibayar

Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada avat
(1) pasal 1ini, ditetapkan karena jabatan
dengan ketentuan sebagai berikut

a. untuk penyelenggaraan reklame yang tanpa
izin, ditetapkan untuk jangka waktu 2 tahun
dan dikenakan tambahan pajak sebesar 100% ;

b. untuk pajak yang kurang dibayar ditetapkan
untuk jangka waktu yang sama dengan masa
izin yang telah dikeluarkan, dan dikena-
kan tambahan pajak sebesar 100 %

Surat Ketetapan Pajak yang tarhutang harus
dilunasi paling lambat 7 {(rujuh) hari setelah
Surat Ketetapan Pajak diterima oleh wajib
pajak ;

Terhadap reklame vang diselenggarakan tanpa
izin sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf
a pasal 1ini, reklame harus dibongkar tanpa
mengurangi kewajiban untuk membayar pajak yang
terhutang berserta tambahan pajaknva;

Sebelum dilakukan pembcngkaran terhadap
reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
pasal ini, penvelenggara reklame dapat
mengajukan permchonan  1izin atas reklame
dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
setelah terlebin dahulu melunasi ketetapan
pajak tersebut pada ayat (2) huruf a pasal
ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB VIl
KERBERATAN

Pasal 22

Penyelenggara reklame dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah
atas ketetapan pajak karena jabatan dalam
jangka waktu 7 (tujuh) bhari setelah Surat
Ketetapan Pajak diterima oieh wajib pajak :

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bularn sejak
Surat Keberatan diterima, harus memberi
keputusan atas keberatan vang diajukan

»
3

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimak-
sud pada ayat (2} pasal 1ini tidak ada
jawaban/keputusan dari Kepala Daerah atau
peijabat yang ditunjuk, maka keberatan Wajib
Paiak dianggap diterima ;

Terhadap keberatan yang diterima, maka pengem-
balian pajak kepada penyelenggara reklame
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

Pengajuan Surat Keberatan tidak menangguhkan
pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENAGTIHAN

Pasal 23

Surat Ketetapan Pajak merupakan dasar untuk
penagihan

Apabila pajak tidak dibayar setelah tanggal
hari jatuh tempo pembayaran yang ditentukan
dalam Surat Ketetapan Pajak, dikenakan denda
25 % {dua puluh lima persen) dari jumlah
paiak ternutang

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
seteiah memberikan peringatan, berwenang
mencabut atau tidak memberikan izin penyeleng-
garaan reklame apabila ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak
dipenuhi

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ber-
wenang membebaskan baik sebagian atau seluruh-
nya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pasal ini
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(5) Jumlah pajak reklame yang terhutang berdasar-

(1

kan Surat Ketetapan Pajak yang tidak dibayar
pada waktunya dapat ditagih dengan Surat
Paksa.

Pasal 24

) Apabila surat izin dicabut berdasarkan kepen-
tingan umum, maka kepada penyelenggara reklame
dapat diberikan pengembalian pajak untuk masa-
masa yang belum berjalan sejak saat pencabutan
izin raxkiame tersebut ;

(2) Tata <cara pengembalian pajak sebagaimana

dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan olebh
Kepala Daerah.

BAB VIII
PEMBEBASAN PAJAK REKLAME
Pasal 25

Dibebaskan dari pajak reklame ialah reklame

yang

a.

dibuat atau diselenggarakan semata-mata untuk
kepentingan umum dalam jangka waktu yang diten-
tukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat vyang
ditunjuk

diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Gaerah ;

diselenggarakan oleh Perwakilan Dipiomatik,
Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta
Badan-badan khususnya badan-badan atau Tembaga-
lembaga organisasi Internasionail pada lokasi
badan~badan dimaksud ;

diselenggarakan oleh Organisasi Pclitik atau
Organisasi Sosial Politik yang semata-mata
mengenat politik.

semata-mata mengenai pemilikan dan atau perun-
tukan tanah, dengan ketentuan Juasnhya tidak
melebihi 1/4 (seperempat) m2 dan diselenggara-
kan di atas tanah tersebut

semata-mata memuat nama dan atau pekerijaan
orang atau badan yang menempati tanah/bangunan
dimana reklame tersebut diseienggarakar dengan
ketentuan luasnya tidak melebihi 1/4 (seperem-
pat) m?

7



g.

Semata—-mata memuat nama atau sebutan dari
pekerjaan atau perusahaan yang diselsenggarakan
di atas tanah atau bangunan dimana reklame
tersebut diselenggarakan dengan ketentuan
luasnya tidak melebihi 1/4 (seperempat) m?:

BA8 IX
P ENGAWASAN
Pasal 286

Pengawasan atas kepatuhan terhadap keten-

tuan~ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

di)

aksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan

instansi terkait.

(2)

(3)

(1)

{(2)

(1)

BAR X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2
avat(1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6
ayat (1) dan (3), Pasal 9 dan Pasal 10 ayat
(2), diancam dengan pidana kurungan selama-
tamanya tiga bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp.50.000,00 (lima puiuh ribu
rupiah) ;

Benda-benda dan atau alat—-alat reklame vyang
dipergunakan untuk melakukan pelanggaran ter-
sebut dapat disita ;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 28

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1), terhadap pelanggaran tersebut
dapat dikenakan biava paksaan penegakan hukum;

Kepala Daerah menetapkan besarnya biava
dimaksud pada ayat (1)} pasal ini.

BAB XI
PENY I DIKAN

Pasal 29

Selain pejabat penyidik umum vang bertugas
menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak
pidana sebagaimanha dimaksud dalam peraturan
Daerah 1ini dapat dilakukan juga coleh Penyidik



(4)

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan vang
bariaku;

Dalam melakszanakan tugas penyidikan, para
pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari
seseorang tentang adanya tindak pidana ;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di
tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

¢c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memerilksa tanda pengenal dari tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
e. mengambil sidik jari dan memotret sesecrang

f. memanggil orang untuk didengar dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. mendatangkan orang ahli yang diperiukan
dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkasa ;

h. mengadakan penghentikan penyidikan setelah
mendapat petunjuk dari  penyidikan bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui penyidikan memberitahu-
kan hal tersebut kepada penuntut umum,
tersangka atau keluarganya

i. mengadakan tndakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan

Dalam melaksanakan tugasnva, penyidik tidak
berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan
atau penggeledahan.

penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan
tentang

a. pemeriksaaan fersangka ;
b. pemasukan rumah

¢. pehyitaan benda ;

d. pemeriksaan surat ;

e. pemeriksaan saksi

N
3

.



f. pemeriksaan di tempat kejadian dan
mengirimkan berkasnya kepada Pengaditan
Negeri dengan tembusannya kepada Peyidik
Polisi Negera Republik Indonesia.

BAB X11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Dalam hal penvelenggaraan reklame dikaitkan
dengan penyampaian pesan yang menyangkut
program Pemerintah/Pemerintah Daerah, pemakai-
an untuk bidang promosi maksimal 25 (dua pulub
Tima) persen dari lTuas bidang reklame dimaksud;

(2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini tunduk pada ketentuan-
ketentuan vang diatur dalam Peraturan Daerah
int.

BAB X111
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan barlakunya Peraturan Daeranh ini,
maka semua izin yang dikeluarkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Sura-
haya Nomor 1 Tahun 1982 Jo. Nomor 15 Tahun 1989
dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1
Surabaya Nomaor 2 Tahun 1882 Jo. Nomor 186 Tahun
1983 tetap berlaku sampai habis masa berlaku
izinnya.

BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Pera-
turan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasa!l 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
1982 juncto Nemor 1% Tahun 1828 dan Peraturan
NDaesrah Nomor 2 Tahun 1982 juncto Nemor 16  Tahun
1989.
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Pasal 34

Peraturan Daerah 1ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar seiiap orang dapat mengetahuinya,
memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah desngan
penempatannya daiam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat 1I Surabaya

Ditetapkan di : S U R 2 A Y A
Pada tanggal : 28 DESEMBER 1995
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA TINGKAT I1 SURABAYA
Ketua,
ttd
tta
HARJIOSO SOEPEND H. SUNARTO SUMCPRAWIRO

KOLONEL CHB NRP, 22021

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
973.510.35 -~ 473 tanggal 27 Juni 1996,

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daetrah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Caerah

ttd

SURATMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabaya tahun 1996 Seri A, pada tanggal 25 Juli
1986 Nomor 1/A.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris XKotramadya Daerah
Tingkat 11 Surabaya

la Bagian Hukum

FARUG®G, SH
enata Tk.TI
510 0298 293




I.

PENJELASA AN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 1995

xm

N T N G
R K L

D
>
o
b
m >

AME

PENJELASAN UMUM -

Sebagaimana diketahui perkembangan dalam dunia usaha
perdagangan dewasa ini mengakibstkan pula perkembangan vyang

sangat pesat dalam usaha penyelenggaraan reklame sebagai
alat promosi di bidang perdagangan. Terbatasnva lolkasi vyang
strategis untuk penyelengaraan raklama, mengakibatkan

penyelenggaraan raklame harus dilakukan secara le2bih tertib
seningga dapat menunjang terciptanya lingkungan yang taratur
dan saerasi. Disamping ha! tersebut di atas dalam rangka
usahia Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pambangunan,
dipariukan dana yang cukup, sehingga Kapad Dasrah
diwajibkan menggali serta memanfaatian potensi vyang ada
dalam masyarakat untuk dijadikan sumber Kauangannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumbar pendapatan Daerah vyang sangat
potensial adalah Pajak Reklame. Katentuan mengenai Pajak
Rekiame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1982 juncto
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1888 dan Feraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 1982 juncto Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
1989 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan. Oleh karena +itu perlu meninjau kembalid ketentuan
wang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame di wWilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dsengan tujuan agar
penyelengaraan reklame tersebut dapat lebih berdaya guna dan
berhasii guna bagi kepetingan daerah. Dengan demikian
Peraturan Daerah 1ni tidak hanya diarahkan kepada fungsi
budgeter saja akan tetapi yang lebih penting adalah segi
cengaturan terhadap penyelenggaraan reklame di lapangan
serta peningkatan pelayanan di bidang reklame.

Salah satu upava Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
pelayanan daiam bidang perizinan reklame adalah dengan cara
membedakan antara izin tetap dan izin terbatas, sehingga
terhadap reklame-reklame tertentu tidak perlu setiap tahun
memohon izin, melainkan langsung membayar pajaknya saja
sesuai dengan ketantuan yang herlaku.

Disampaing hal-hal sebagsimana terssbut diatas, dalam
Peraturan daerah ini diatur pengenaan pajak secara progresif
terhadap penyelenggaraan reklame pada jalan umum serta
sarana prasarana milik atau dikuasi oleh Daerah dan terhadap
penyelenggaraan reklame pada lokasi vang bukan milik
penyelenggara reklame.
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Pengenaanh pajak dimaksud didasarkan atas nilai tambah yang

dipercleh penvalenggara rekiame, sarta dengan
memparhitungkan dampak yvang ditimbulkan oleh penyelenggara
reklame pada lokasi-lokasi tersebut di atas tarhadap

lingkungan dan Katertiban umum, dikaitkan dengan Jokasi,
luas, Ketinggian reklame dan feknologi penyelenggaraannya.
Cleh karena itu adsiah wajar apabila terhadap penyelienggara
reklame pada jalarn umum dan sarans atau prasarana milik atau
dikuasai olsh [Daerah zerta pada lckasi yang bukan milik
penyeienggara reklame dikenakan paiak 1lebih tinggi.

Berhbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1882 juncto
Nomor 15 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1822
juncto Peraturan Daerah Nomor 168 Tahun 1888, maka daiam
Peraturan Daerah 1ini baik ©pajak terhadap reklame yanhg

diselenggarakan pada sarana wmilik atau dikuasH olahn
Pamerintah Daerah lebih besar dari pada pajak atas reklame
yang diselenggarakan pada persil atau Tokasi milik

penyelenggara atau produsen sendiri.

Sejatan dangan pola kebyjaksanaan tersebul di atas,
maka nampak suatu pergeseran obiek dimana daliam Peraturan
Daesrah 4ini pajak didasarkan pada keadaan, perbuatan dan
peristiwa yang dapat menimbulkan hutang pajak ( tatbestand).

Selain itu Paraturan Daerah ini membarikan kejelasan
terhadap objek yang dibebaskan dari keharusan membayar
pajak. Untuk menghindarkan hal-hal vyang negatif dalam
menyelanggarakan raklame tarutama ditinjau gari segi
Tingkungan dan keindahan kota, maka penyelendggaraan raklame
diarahkan pada sarana panggung rekalme. Dengan Dpanggung
rekiame dapat diatur penempatan rekiame-~reklame daiam suvatu
komposisi yang Daik, sarta dapat pula menampung sSebanyak
mungkin  permohonan penvelenggaraan reklame tanpa mearugikan
penyelenggara Mmaupun keindahan keota. selain itu
penyeleanggaraan reklame dengan sarans panggung rekiame dapat
meningkatkan pendapatan Daerah, disamping pelaksanzan dan
pangawasannya akan labih mudah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL -
Pasal 1 huruf a s/d d : Cukup jelas.

huruf e : - Nama Badan Usaha pengirim
karangar burga sebagai ucapan

Selamat atau bela sungkawa yang

terkesan berliebihan dan megarah

pada suatu pPromosi dapat

dianggap sehagai reklame ;

- Ketentuan tentang pembatasan
tulisan dalam karangan bunga dan
seienisnya askan ditetapkan Jebih
ltanjut oleh Kepala Dasvrah



nurut f M
hurut g :
huruf h s/d n

hurutf o :

huruf p s/d r :

7]

huruf

nhuruf t .

huruf u :

huruf v s/d ¥y
Fasal 2 ayat (1} s/d (4):

avat (58) :

Pangertian papan disini diperlusas

sehingga reklame yang bdDerbantuk
poster apabila ditempelkan;

diletakkan, dipasang, digantung
pada suatu alat atau benda TJain,
seperti  tembok, dinding pagar,
tiang dan sebagainya, maka
termasuk reklame papan.

reklame kain adalah
yang berbentuk benders,
Tenda, krey, umbul-umbu} yang
terbuat dari kain, karet, Karung
dan sejenisnya.

Termasuk
raklame

cukup jelas.

Termasuk dalam pengertian reklame
siide atau reklame film adalah
reklame yang diselenggarakan
daengan sinar laser atau alat
komputer atau dengan c¢ara lain
yang sajenis.

Cukup jelas.
Termasuk juga Jalan Umum adalah
jalan vang ada di lingkungan rea)
estate, komplek perumahan dan yang
sajenisnya, Kecuyali jatan-ialan
pribadi dimana untuk memasuki
memer lukan izin dari pemilik atau
penghuninya. Yang dimaksud dengan
kelengkapan jalan selokan,
trotoar, jembatan dan sejenisnya.

Cukup ielas.

Terhadap reklame-reklame ftartentu
saparti merek toko, nama
perusahaan, tanda praktek dokter,
notaris, tidak perluy setiap tahun
mamohon izin, melainkan dapat
tangsuny membayar pajaknya sesuai
katantuan yang berjaku.

cukup jelas.

Cukup jelas.

Tata cara pemberian izin dimaksud
antara lain pangaiuran tentang
pelaksanaan pamberian izin,

koordinasi
vang iuga

termasuk pelaksanaan
dengan instensi terkait



Pasal 3

Pasal & ayat (1)

huruf

nhuruf b dan c¢

Pasal 6 ayat
dan ayat {2)
ayat {3}

ayat (4) dan

Pasal 7

12, 13 dan 14

-
e8]

mempercepat proses perizinan
sehingga dapat meningkatkan pela-
yanan kepada masyarakat.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan persil-persil
milik Pemerintah t1lidak termasuk
persil-persil milik BUMN, BUMD.

Cukup jelas.

Cukup jelsas.

Paiaksanaan Pasal 6 avat {1) dan
(2} ini berpadoman pada Buku
Pedoman Fenggunaan Bahasa
Indonesia serta engalihan Nama
dan Kata asing ke NMama dan Kata
Indonesia pada tempsat umum, vang
dikeluarkan cleh Depdikbud g1
Jakarta Tahun 13885,

Reklama/selebaran dan sejenisnya
dimaksud pada ayat ini  seperti
spanduk, umbul-umbul, dan pamfiet.

Cukup jelas.
Cukup jesias.

lalam pengertian komposisi  vang
baik termasuk aspel: lingkungan dan
keindahan kota.

Cukup jelas.

wWaiikotamadya Kepala Daerah
menatapkan petunjuk pelaksanaan
tentang kewajiban penyelenggara
relkiame untuk membuat tanda vang
jelas dan dapat dibaca dari jauh
serta desainnya.

Cukup jelas.

Untuk penyslenggaraan reklame vang
menggunakan konstruksi vang berat
hanya dapat diselenggarakan olsh

Biro FRerxlame.

Cukup jsias.



n

Pasal 1

dan 17

e)!

Pasal 1
Pasal 18 ayat {1)

Pasal 18 ayat (2)
dan (33}

ayat (4}
a s/d d

huruf e

huruf f s/d h

ayat (&)
s/d (9)

Pasal 19 s/d 35

Yang dimaksud tanggung yawab
senara tanggung renteng adalah
bahwa seftiap anggota pengurus
badan usaha terssbut

bertanggungiawabh atas pambavaran
pajak.

Cukup jelas.

Cukup jeias

Yang dimaksud dengan reklame iuar

ruang adalah reklame yang
ditempatkan pada lokasi di luar
bangunan, atau reklame yang
terletak di d=lam bangunan akan
tetapi sasaran penyelenggaraan
(eye cacher) berada di tuar

bangunan. Reklame yang dipasang
atau ditempatkan dalam stadion,
ruang pertunjukan dan yang sejenis
dikategorikan sebagai reklame luar
ruang. Yang dimaksud dengan
~eklame dalam ruang adalah reklame
yang ditempatkan dalam bangunan
dengan sasaran penyelsnggaraannya
{eve catcher) berada dalam
bangunan itu sendiri.

Cukup jeias

- peragaan di luar yang bersifat
permanen seperti peragaan
kendaraan bermotor dar
sajenisnya.

- paragaan yang tidak permanen
saperti
peragaan busansa, peragaan
produksi tertentu dan

sejenisnya.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.




